
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BPKAD Kota Padang 

berkaitan dengan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Padang sudah berjalan  dengan baik dan benar dimana proses 

penyusunann berpedomaan kepada peraturan pemerintah. Didasari pada 

permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri 

dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah. Serta Proses penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Serta Penyajian 

Laporan Realisasi anggaran yang jelas dan terstruktur. 

 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu 

1. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja yang lebih baik dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja  

tersebut, dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik dan efisiensi kinerja 

maka anggaran akan dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi BPKAD 

tersebut. 

2. Sebaiknya Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Padang lebih 

meningkatkan transparansi kepada masyarakat, diantaranya lebih 

memaksimalkan fungsi website yang telah dimiliki sebagai sarana dalam 

berinteraksi dengan masyarakat agar masyarakat juga dapat memperoleh 

informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut. Agar 



 

masyarakat lebih bisa percaya kepada para pejabat pengelolaan anggaran 

tersebut. 

3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka BPKAD Kota Padang  harus 

memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD, dimana semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik Negara 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. 
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